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PERMOHONAN IZIN USAHA

Kepada Yth.

Menteri Keuangan Republik Indonesia

c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan

JI. Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor .............. tanggal ...............
EENEANIE ... , dengan ini kami:

Nama TPT e,
Alamat

mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha dalam bidang ............... Untuk
melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen
sebagai berikut:

1. Akta pendirian PT ..................... termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh
instansi berwenang.

Data Direksi dan Dewan Komisaris.

Data calon pemegang saham/anggota. *)

Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia.

Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada
salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran
yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha sebesar Rp.
...................... (creererersrieneneee.) atas nama PT .................... sebagai setoran modal
minimum yang dipersyaratkan.

6. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:

AN

1. rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan
rencana dimaksud,;

2. proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi bulanan dimulai sejak
Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan operasional;
7. Bukti kesiapan operasional, antara lain berupa:
a. daftar aktiva tetap dan inventaris;
b. bukti kepemilikan, penguasaan, atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor;
c. contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan untuk operasional PT

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
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perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan
patungan.

Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4AMN).

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu,*) kami ucapkan
terima kasih.

Tembusan:

Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan.
*) Coret yang tidak perlu



